
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.855, 2021 KEMENKEU. Kartu Kredit Pemerintah. 

Perubahan. 
 
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 97/PMK.05/2021 

TENTANG 

  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  

NOMOR 196/PMK.05/2018 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN  

DAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, telah ditetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 

tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu 

Kredit Pemerintah; 

  b. bahwa untuk mendukung pemberdayaan Usaha Mikro 

dan Usaha Kecil dalam penyediaan produk dalam negeri 

bagi satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga yang 

pembayarannya dilakukan melalui Kartu Kredit 

Pemerintah, perlu melakukan penyesuaian terhadap 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 
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tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu 

Kredit Pemerintah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 

tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu 

Kredit Pemerintah; 

  

Mengingat  : 1.    Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

  2.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  3.  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6267); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);  

  5.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 

tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu 

Kredit Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1841); 

  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
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Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1745); 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

196/PMK.05/2018 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN 

PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan  

Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan 

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1841), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (2) huruf h Pasal 25 diubah dan diantara 

ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat 

(2a), ayat (2b), dan ayat (2c), sehingga Pasal 25 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 25 

(1) Kartu Kredit Pemerintah terdiri atas: 

a. kartu kredit untuk keperluan belanja barang 

operasional serta belanja modal; dan  

b. kartu kredit untuk keperluan belanja 

perjalanan dinas jabatan. 

(2) Kartu Kredit Pemerintah untuk keperluan belanja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

digunakan untuk keperluan: 

a. belanja barang operasional, antara lain belanja 

keperluan perkantoran, belanja pengadaan 
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